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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN  

SENJATA API ILEGAL  

(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Way Kanan)  

 

Oleh 

SIGITJULI ADI 

 

Kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat berpotensi digunakan untuk berbagai 

tindakan kriminal atau kejahatan. Oleh karenanya kepemilikan senjata api secara 

ilegal oleh masyarakat merupakan perbuatan melanggar hukum dan bagi orang yang 

memilikinya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: 

Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api illegal di 

Kepolisian Resor Way Kanan dan mengapa terdapat faktor pengambat penegakan 

hukum terhadap kepemilikan senjata api illegal di Kepolisian Resor Way Kanan? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis 

empiris. Narasumber terdiri dari Kapolres, Kasatreskrim, Penyidik Satreskrim pada 

Kepolisian Resor Way Kanan dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu. 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya 

dianalisis secara kualitatif.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: Penegakan 

hukum terhadap kepemilikan senjata api illegal oleh Kepolisian Resor Way Kanan 

dilaksanakan dengan tahap aplikasi, yaitu dengan sosialisasi peraturan perundang-

undangan terkait kepemilikan senjata api ilegal, melakukan penyidikan dan 

penegakan hukum terhadap masyarakat atau pelaku yang memiliki dan 

menggunakan senjata api secara illegal. Hasil tahap aplikasi dalam penegakan 

hukum tersebut menunjukkan pada tahun 2015 Kepolisian Resor Way Kanan 

berhasil mengungkap 71 kasus kepemilikan senjata api ilegal, terdiri dari 69 senjata 

api rakitan dan 2 senjata api organik. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum 

terhadap kepemilikan senjata api illegal oleh Kepolisian Resor Way Kanan adalah: 

faktor aparat penegak hukum, yaitu adanya potensi penyalahgunaan kewenangan 

diskresi serta kuantitas dan kualitas penyidik yang belum memadai. Faktor 

masyarakat sebagai faktor yang dominan, tentang adanya ketakutan atau 

keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum. 

Faktor budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat perkotaan, sehingga 

mereka bersikap acuh tidak acuh dan tidak memperdulikan apabila menjumpai atau 

mengetahui adanya pelaku pengguna senjata api ilegal. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah: Agar Kepolisian Resor Way Kanan meningkatkan 

razia terhadap peredaran senjata api ilegal di masyarakat, khusus di daerah-daerah 

yang rawan kriminalitas. Hendaknya kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh 

agama dan tokoh adat hendaknya semakin ditingkatkan dan dioptimalkan. 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Senjata Api, Ilegal 



 

 

ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL  

POSSESSION OF FIREARMS  

(Study on Police of Way Kanan Resort) 

 

By 

SIGITJULI ADI 

 

Illegal possession of firearms in public could potentially be used for a variety of 

criminal acts or crimes. Therefore, the illegal possession of firearms by the public is 

unlawful and for people who have it can be subject to criminal sanctions as 

stipulated in the Emergency Law No. 12 of 1951. The problem of research 

formulated: How do law enforcement against illegal possession of firearms in 

Police of Way Kanan resorts and why there are factors pengambat enforcement 

against illegal possession of firearms in the Police of Way Kanan? 

 

This study used juridical normative and empirical juridical approach. Resource 

consists of the Chief of Police, Chief of Criminal Unit, Criminal Unit Investigator of 

Way Kanan Police and prosecutors at the State Attorney Blambangan Umpu. The 

data collection is done through library research and field study, then analyzed 

qualitatively. 

 

Based on the results of research and discussion it can be concluded: Enforcement of 

laws against gun ownership illegal by the Police of Way Kanan implemented by the 

application stage, namely the dissemination of legislation related to illegal 

possession of firearms, investigations and law enforcement against the people or 

actors who have and using a firearm illegally. The result of the application phase in 

enforcement of the law in 2015 shows the Way Kanan Police uncovered 71 cases of 

illegal possession of firearms, consisting of 69 homemade guns and two firearms 

organic. Factors inhibiting enforcement against illegal possession of firearms by 

Police of Way Kanan is: factors of law enforcement officers, namely the potential 

for abuse of discretionary authority and the quantity and quality of investigators 

who have been inadequate. Community factors as the dominant factor, about their 

fear or reluctance of the public to witness the process of law enforcement. 

Individualism cultural factors in the lives of urban communities, so that they are 

indifferent indifferent and do not care when encountering or know the perpetrators 

of illegal firearms users. 

 

Suggestions in this study are: To improve the Way Kanan Police raids against the 

circulation of illegal firearms in the community, especially in areas prone to crime. 

Should cooperation with community leaders, religious leaders and traditional 

leaders should be improved and optimized. 

 

Keywords: Law Enforcement, Firearms, Illegal 
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MOTTO 

 
 

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri  

dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu  

untuk dirimu sendiri 

 

(QS.Al-Isra’:7) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hukum pada dasarnya merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap 

masyarakat, agar mencapai tujuan yaitu terciptanya kedamaian dalam hidup 

bermasyarakat. Pada kenyataannya tujuan tersebut tidak sesuai dengan diharapkan, 

karena setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, 

seringkali tidak menghiraukan aturan hukum. Ini terjadi karena kurang menyadari 

pentingnya serta akibat hukum yang ditimbulkan, baik pada dirinya maupun pada 

orang lain yang menjadi korban, bahkan akan mengakibatkan korban jiwa pada orang 

lain akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan.
1
 

 

Terjadinya tindak pidana merupakan hal yang meresahkan masyarakat, terlebih 

tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata api. Beredarnya 

senjata api rakitan secara ilegal di kalangan masyarakat sipil akan menimbulkan 

pertanyaan sebagian masyarakat mengenai aturan kepemilikan senjata api bagi 

masyarakat pelaksanaannya selama ini.  

 

Menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan 

dan Pengendalian Senjata Api, yang dimaksud dengan senjata api adalah salah satu 

alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata di bidang pertahanan dan 

                                                 
1
 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan 

Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hlm.52. 
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keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata 

api merupakan alat khusus yang penggunannya diatur melalui ketentuan Instruksi 

Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan 

lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan 

Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.
2
 

 

Upaya untuk melaksanakan hal tersebut Menteri Pertahanan dan Keamanan membuat 

kebijakan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian senjata api 

dengan Surat Keputusan Menhankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 

1977. Dalam keputusan tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk salah 

satu Instansi Pemerintah yang menurut ketentuan perundang-undangan diberi 

wewenang menjalankan tugas di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban.
3
 

 

Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian 

Senjata Api. Undang-undang ini diberlakukan kembali pada bulan Februari 1999 

tepatnya secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur 

dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Neapolri No. Pol Nomor 

SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004. Untuk kalangan sipil senjata api 

diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik Tentara Nasional Indonesia 

(TNI)/Kepolisian Negara Repuplik Indonesia (Polri), berupa senjata genggam 

Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standard TNI Kaliber 12 GA. 

Perizinan kepemilikan senjata api di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Kapolri 

No. Pol. 82/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004 tentang petunjuk pelaksanaan 

                                                 
2
 Mardjono Reksodiputro, Polisi Masyarakat Dalam Era Reformasi Sebagai Penegak Hukum, 

Jurnal Polisi Indonesia, April 2006. hlm.4. 
3
 Ibid. hlm.5. 
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pengamanan pengawasan dan pengendalian senajata api non organik TNI/POLRI. Di 

dalamnya ditentukan, pemohon harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian 

diteruskan ke Mabes Polri. Aspek yang dicek pertama kali adalah syarat formal, 

antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu pejabat pemerintah, 

minimal setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggota 

DPRD di daerah; Pejabat TNI/POLRI, minimal Perwira Menengah atau Perwira 

Pertama yang tugas operasional: pejabat bank/swasta, minimal Direktur Keuangan; 

Pengusaha/Pemilik Toko Mas; Satpam atau Polisi khusus yang terlatih.
4
 

 

Jenis senjata api tajam diberikan kepada pejabat pemerintah antara lain Menteri, 

Ketua DPR/MPR-RI, Sekjen, Irjen, Dirjen, Sekretaris Kabinet, Gubernur, Wagub, 

Sekda/Wil Prop, DPRD Propinsi, Walikota dan Bupati, Pejabat TNI/POLRI dan 

Purnawirawan, harus golongan Perwira Tinggi dan Pamen berpangkat paling rendah 

Kalangan swasta yang boleh memiliki senajta api tajam, masing-masing komisaris, 

presiden komisaris, komisaris, presiden direktur, direktur utama, direktur dan 

direktur keuangan. Golongan profesi, antara lain pengacara senior dengan skep 

menteri kehakiman/pengadilan, dokter dengan skep menteri kesehatan atau 

Departemen Kesehatan.
5
 

 

Jenis senjata api karet diberikan kepada anggota DPRD Kota/Kabupaten, Camat 

ditingkat Kotamadya, Instalasi pemerintah paling rendah Gol III, anggota 

TNI/POLRI minimal berpangkat Ipda, pengacara dengan skep menteri 

kehakiman/pengadilan, dan dokter praktek dengan skep menteri kesehatan. Kalangan 

                                                 
4
 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar, Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep 

Kapolri No 82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendaliaan 

Senjata Api Non Organik TNI/POLRI. hlm.4. 
5
 Ibid. hlm.4. 
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swasta antara lain presiden komisaris, komisaris, dirut, direktur keuangan, direktur 

bank, PT, CV, PD, Pimpinan perusahaan/organisasi, pedagang mas (pemilik) dan 

manajer dengan SIUP tbk/Akte pendirian perusahaan (PT, CV, dan PD).
 6

 

 

Kepemilikan senjata api perorangan untuk  olahraga menembak sasaran/target, 

menembak reaksi dan olahraga berburu harus mengikuti persyaratan yang telah 

ditentukan. Untuk menembak sasaran atau target (reaksi) tiap atlet penembak/yang 

diberikan izin senjata api dan amunisi wajib menjadi anggota perbakin. Mereka harus 

sehat jasmani dan rohani, umur minimal 18 tahun (maksimal 65 tahun), punya 

kemampuan menguasai dan menggunakan senjata api. Dalam hal izin pembelian 

senjata api, juga harus mendapat rekomendasi Perbakin, surat keterangan catatan 

permohonan ke Kapolri Up. KabagIntelkam Polri dengan tembusan Kapolda 

setempat untuk mendapat rekomendasi.
7
 

 

Penyalahgunaan senjata api dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia 

merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dasar hukum yang mengaturnya 

adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang Pendaftaran dan Pemberian 

Izin Pemakaian Senjata Api. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang 

Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa, dan beberapa peraturan lainnya 

yang dikeluarkan melalui Skep Kapolri Skep Nomor 82/II/2004 tentang Buku 

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendaliaan Senjata Api Non Organik 

TNI/POLRI. Apabila terjadi penyalahgunaan senjata api maka sistem peradilan 

                                                 
6
 Ibid. hlm.5. 

7
 Ibid. hlm.6. 
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terhadap oknum penyalahgunaan senjata api tersebut akan dilaksanakan dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8
 

 

Peredaran senjata api ilegal di masyarakat yang berpotensi digunakan untuk berbagai 

tindakan kriminal atau kejahatan. Oleh karenanya kepemilikan senjata api secara 

ilegal oleh masyarakat merupakan perbuatan melanggar hukum dan bagi orang yang 

memilikinya akan dikenai dengan sanksi dan beberapa dasar hukum yang mengatur 

mengenai hal ini adalah mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang 

Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Perpu Nomor 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah 

peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, yaitu Surat Keputusan Kepala Polri 

Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata 

Non-Organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. 

Ancaman dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan 

ancaman hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah 

maksimal pidana mati, pidana seumur hidup dan 20 tahun penjara. 

 

Bahaya akan penggunaan senjata api ditangan masayarakat sipil sangatlah penting 

ditanggapi dengan serius karena senjata api hanya dapat dipengang oleh orang yang 

betul-betul telah teruji dengan baik antara lain dengan syarat: 

1. Syarat medis, yaitu calon pengguna harus sehat jasmani, tidak cacat fisik, 

penglihatan normal, dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter. 

2. Syarat psikologis,seperti tidak mudah gugup, panik, emosional, marah, tidak 

psikopat, dan syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis Polri. 

3. Memiliki kecakapan menembak. Pemohon harus lulus tes menembak yang 

dilakukan Mabes Polri dan mendapat sertifikasi. 

4. Berusia 24-65 tahun, memiliki surat keterangan atau keputusan dari suatu 

instansi, dan berkelakukan baik.
9
 

                                                 
8
 Y.Sri Pudyatmoko, Perizinan Senjata Api, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.13 

9
 Hendardi, Aparat Kepolisian dan Penggunaan Senjata Api. Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). Jakarta, 2006, hlm.12. 
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Pemohon walaupun telah memenuhi syarat dan lulus uji, harus meminta izin kepada 

Polri untuk menggunakan senjata api, namun mengingat banyaknya tindak kejahatan 

yang diakibatkan oleh penyalahgunaan senjata api, maka untuk saat sekarang ini 

pihak Polri telah memberikan pernyataan tak akan menghentikan pemberian izin 

kepemilikan dan penggunaan senjata kepada sipil. Akan tetapi izin tersebut hanya 

berupa perpanjangan dan tidak ada izin baru untuk sipil. Polisi mengeluarkan izin 

untuk tiga jenis senjata api bagi sipil, yaitu senjata api dengan peluru tajam, peluru 

karet, dan gas. Untuk peluru tajam, izin yang dikeluarkan untuk senjata api kaliber 31 

dan 32. Senjata organik (untuk internal Polri) adalah kaliber 38. Ancaman bagi 

pemilikan senjata api sangatlah berat yaitu hukuman mati dan hidup 20 tahun 

dipenjara paling ringan, oleh karena itu mari kita bersama mentaati peraturan 

perundangan yang berlaku sehingga tercipta rasa aman dan nyaman. 

Kenyataannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Way Kanan terjadi tindak pidana 

yang dilakukan dengan menggunakan senjata api rakitan secara ilegal. Berdasarkan 

pemberitaan media, diketahui Polres berhasil meringkus dua orang yang diduga 

memiliki senjata api rakitan dan sabu.
10

 Selain itu, Polres Way Kanan juga meringkus 

satu dari dua orang pemuda, yang diduga baru melakukan aksi pencurian dengan 

kekerasan (curas) di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Kampung Tanjung Raja Giham 

Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.
11

 

 

                                                 
10

 http://www.aktivisi.com/tekab-308-polres-waykanan-dan-polsek-bahuga-berhasil-meringkus-pelaku-

senjata-api-rakitan-dan-sabu/?calendar_block_month=6&calendar_block_year=2016. Diakses Senin 

23 Agustus 2016 
11

 http://seputarlampung.co.id/?p=17177. Diakses Senin 23 Agustus 2016 
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Berdasarkan data pada Satreskrim Polres Way Kanan diketahui bahwa kepemilikan 

senjata api ilegal pada tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 1. Kepemilikan Senjata api ilegal di Wilayah Hukum Polres Way Kanan  

 Tahun 2013-2015 

 

No Tahun 
Senjata api ilegal  

Jumlah 
Rakitan Organik 

1 2013 54 0 54 

2 2014 62 1 63 

3 2015 69 2 71 

Jumlah 185 3 188 

Sumber: Satreskrim Polres Way Kanan. September 2016. 

 

Berdasarkan data pada Tabel 1 diketahui bahwa terdapat kenaikan kepemilikan 

senjata api ilegal di masyarakat. Pada tahun 2013 terdapat 54 kasus kepemilikan 

senjata api ilegal yang seluruhnya adalah senjata api rakitan. Pada tahun 2014 

meningkat menjadi 63 kasus, terdiri dari 62 senjata api rakitan dan 1 senjata api 

organik. Pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan menjadi 71 kasus, terdiri 

dari 69 senjata api rakitan dan 2 senjata api organik.  

 

Issu hukum dalam penelitian ini adalah peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal 

pada masyarakat sipil merupakan suatu kenyataan dan tantangan sendiri bagi pihak 

Kepolisian. Beberapa penyebab peredaran senjata api ilegal di masyarakat adalah 

industri rumahan (home industry) yang memproduksi senjata api rakitan dan adanya 

praktik bisnis penjualan senjata api rakitan kepada para pelaku kejahatan, dengan 

harga yang relatif murah atau terjangkau. Hal ini menunjukkan adanya permintaan 

dari para pelaku kejahatan dengan pihak penyedia atau penyuplai senjata api ilegal, 

khususnya jenis rakitan, sehingga terjadi peningkatan kepemilikan senjata api ilegal.  
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Polres Way Kanan dalam menindaklanjuti peredaran senjata api ilegal ini telah 

melakukan beberapa upaya di antaranya menghimbau masyarakat untuk menyerahkan 

senjata api secara sukarela, dan melakukan tindakan hukum secara tegas terhadap 

pelaku kejahatan dengan menggunakan senjata api. Upaya yang dilakukan oleh Polres 

Way Kanan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penanggulangan tindak 

pidana, yaitu upaya untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum di era modernisasi dan globalisasi ini dapat terlaksana, apabila berbagai 

dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian 

antara moralitas sipil yang didasarkan nilai aktual di dalam masyarakat beradab.
12

  

 

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian Tesis yang berjudul: ”Analisis 

Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal” (Studi di Wilayah 

Hukum Kepolisian Resor Way Kanan)  

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api illegal di 

Kepolisian Resor Way Kanan? 

b. Mengapa terdapat faktor pengambat penegakan hukum terhadap kepemilikan 

senjata api illegal di Kepolisian Resor Way Kanan? 

 

 

 

                                                 
12

 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan 

Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76. 
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2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan subkajian mengenai 

penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh Kepolisian Resor Way 

Kanan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 

Way Kanan, dan tahun data penelitian adalah pada bulan September – Oktober 2016. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal 

oleh Kepolisian Resor Way Kanan 

b. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap 

kepemilikan senjata api ilegal oleh Kepolisian Resor Way Kanan 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum 

pidana, dengan kajian mengenai penegakan hukum oleh kepolisian sebagai aparat 

penegak hukum dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.  

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan bagi aparat 

penegak hukum, khususnya Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum 

terhadap kepemilikan senjata api ilegal yang meresahkan masyarakat.  
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D. Kerangka Pemikiran  

 

1. Alur Pikir 

 

Alur pikir penelitian mengenai penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api 

ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Way Kanan, dapat dilihat pada bagan 

sebagai berikut:  

 

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian 
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2.  Kerangka Teoretis 

 

 

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum
13

. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Penegakan Hukum  

 

Penegakan hukum pidana menurut Badra Nawawi Arief adalah: (a) keseluruhan 

rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban 

warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban 

masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum 

dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan 

Pancasilan dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para 

pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan 

terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum 

sesuai dengan UUD 1945
14

 

 

Menurut Barda Nawawi Arief pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal 

policy), baik dalam penegakan in abstracto dan in concreto, merupakan bagian dari 

keseluruhan kebijakan system (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian 

dari upaya menunjang kebijkaan pembangunan nasional (national development. Ini 

berarti bahwa penegakan hukum pidana in abstraction (pembuatan/perubahan UU; 

law making/law reform) dalam penegakan hukum pidana in concreto (law 

                                                 
13

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.101 
14

 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1996, hlm. 73. 
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enforcement) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi 

pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) 

hukum nasional.
15

 

 

Penegakan hukum pidana sebagai pelaksanaan dari politik hukum pidana harus 

melalui beberapa tahap kebijakan yaitu: 

1. Tahap Formulasi (Tahap Kebijakan Legislatif) 

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh 

badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang 

melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi 

masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan 

yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.  

2. Tahap Aplikasi (Tahap kebijakan yudikatif) 

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan 

hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai 

Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta 

menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh 

pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum 

harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. 

3. Tahap Eksekusi (Tahap kebijakan eksekutif/administratif) 

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret 

oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana 

pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah 

dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah 

ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang 

telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu 

dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-

undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai 

keadilan suatu daya guna.
16

 

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan 

keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam 

masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak 

                                                 
15

 Ibid, hlm.75 
16

 Ibid. hlm. 76 
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termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk 

melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.
17

  

 

Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum 

mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh 

aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

sebagai pertanggungjawabannya Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu 

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat 

menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga 

masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan 

mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi 

kejahatannya.18  

 

Penegakan hukum berdasarkan undang-undang memberikan kekuasaan kehakiman 

yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila 

orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu 

mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling 

interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pelaksanaan penegakan hukum 

pidana sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua 

faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam 

kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang 

mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak 

sama untuk semua tindak pidana. 19 

                                                 
17

 Ibid, hlm.42. 
18

 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2. 
19

 Ibid, hlm.42. 
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Penegakan hukum sebagai proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban 

dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian, 

sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam 

kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan 

hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Penegakan hukum mengutamakan 

perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. 20 

 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, 

hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian 

kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. 

Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian 

hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi 

apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat 

materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum 

benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.
21

 

 

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model 

kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang 

melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan 

perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan 

hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut 

seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka 

penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu 

                                                 
20

 Ibid, hlm.42. 
21

 Ibid, hlm.44 
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prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus 

sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
 22

  

 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan 

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.  

 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara 

di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan 

satu kesatuan dalam melaksanakan peran:  

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat 

sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional 

dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya 

keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang 

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan 

masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk 

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan 

masyarakat.  

                                                 
22

 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm.7. 
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b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya 

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa 

dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. 

 

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum;  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;  

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan;  

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa;  

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya;  

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian;  

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia;  

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  
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k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian;  

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah: 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;  

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum;  

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara 

lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, 

penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, 

penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau 

paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan 

dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan 

dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia. 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian;  

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan; 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

i. Mencari keterangan dan barang bukti; 

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat;  

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.  

 

 

Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: 

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya;  

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;  

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;  

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, 

dan senjata tajam; 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan;  

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus 

dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;  
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h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional;  

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;  

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional;  

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian.  

 

 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

 

 

Penegakan hukum pidana pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya 

guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan 

adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak 

dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum 

tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum 

tentu berguna bagi masyarakat.
23

 

 

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu 

peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum 

itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera 

membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang 

paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, 

sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya 

lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa 

keadilan dalam masyarakat. 

 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun 

terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 

                                                 
23

 Badra Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 77 
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1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak 

sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan 

secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak 

sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan 

sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.  

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam 

kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa 

penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan 

kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka 

penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan 

kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak 

mungkin menjalankan peranan semestinya. 

4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran 

hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum 

yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka 

akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.  

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan 

nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan-peraturan 

perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan 

menegakkan peraturan hukum.24 
 

2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam 

melaksanakan penelitian.25
 Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

                                                 
24

 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.  

  Jakarta. 1986. hlm.8-11 
25

  Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.63 
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a) Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, 

ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab.
26

  

b) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). 

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). 

c) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang 

melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau 

gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah 

dilakukan terhadap seorang pelaku
27

  

d) Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar 

atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku 

tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum
28

 

e) Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu 

negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan 

                                                 
26

   Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

     Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 
27

  Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,  

     Jakarta. 1993. hlm. 46. 
28

  Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat  

     Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25  

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
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perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan 

disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut.
29

 

f) Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang 

ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi 

suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi 

masyarakat dari kejahatan
30

 

g) Senjata Api adalah perangkat pendukung bagi anggota polri dalam melaksanakan 

berbagai tugas, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban 

masyarakat
31

 

h) Ilegal atau suatu keadaan atau perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar 

ketentuan hukum yang telah ditetapkan
32

 

 

E. Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan 

pendekatan yuridis empiris.  Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui 

studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan 

menganalisis teori hukum dan perundang-undangan yang berhubungan permasalahan. 

Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan 

pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus
33

  

 

                                                 
29

 Moeljatno, Op. Cit, hlm. 7. 
30

 Barda Nawawi Arief. Op.Cit. hlm. 23 
31

 Hendardi, Op.Cit. hlm.6. 
32

 Ibid, hlm.7. 

 
33

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.7 



 22 

2. Sumber dan Jenis Data 

 

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data 

lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data 

kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data 

meliputi data primer dan data sekunder 
34

  

 

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

a. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library 

research), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, 

asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan 

Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api 

c) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Ordonansi 

Peraturan Hukum Sementara Istimewa 

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

                                                 

 
34

 Ibid. hlm.36 
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f) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

g) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan 

dan Pengendalian Senjata Api 

h) Keputusan Kapolri No. Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat 

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia 

i) Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan 

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum 

yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa permasalahan, dari 

berbagai arsip dan dokumen, brosur, makalah dan sumber internet.  

b. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan melakukan wawancara (interview) dengan narasumber 

 

3. Penentuan Narasumber 

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Kepala Kepolisian Resor Way Kanan    1 orang  

(2) Kepala Satreskrim Kepolisian Resor Way Kanan  1 orang  

(3) Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Way Kanan  1 orang  

(4) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu  1 orang + 

Jumlah         4 orang 
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4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a. Prosedur Pengumpulan Data  

1) Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan melakukan 

serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan 

kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan  

2) Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data 

secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang 

dibutuhkan  dengan melakukan wawancara (interview) kepada narasumber.  

 

b. Pengolahan Data 

1) Seleksi Data, yaitu memeriksa data untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan 

2) Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data menurut kelompok yang telah 

ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dan akurat.  

3) Penyusunan Data, yaitu menyusun data yang saling berhubungan dan 

merupakan satu kesatuan yang terpadu pada pokok bahasan untuk 

mempermudah interpretasi data penelitian.  

 

5. Analisis Data 

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Analisis 

merupakan kegiatan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 
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induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

berdasarkan fakta-fakta terhadap pokok bahasan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum  

 

1. Pengertian Penegakan Hukum  

 

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu 

lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam 

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu 

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
35

 

 

Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang 

luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti 

yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan 

semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan 

aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan 

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan 

atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, 

penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum 

tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan 

sebagaimana seharusnya.
36

 

                                                 
35

 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 32. 
36

 Ibid, hlm. 33. 
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Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik 

dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai 

pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang 

bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan 

kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum 

yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
37

 

 

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam 

rangka menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era 

modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi 

kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara 

moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. 

Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat 

dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan 

hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.
38

  

 

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna 

(utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan 

adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak 

dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum 

tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum 

tentu berguna bagi masyarakat.
39

 

 

 

                                                 
37

 Muladi, Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 4. 
38

 Mardjono Reksodiputro. Op. Cit, hlm.76. 
39

 Barda Nawawi Arief. Op. Cit. hlm. 12. 
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Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana 

dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy) dikenal dengan istilah 

“kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana 

(penal policy) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis 

untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan 

untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang 

menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. 

Kebijakan hukum pidana (penal policy) tersebut merupakan salah satu komponen dari 

modern criminal science disamping criminology dan criminal law.
 40

 

 

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat 

dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang 

(kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum 

pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat 

menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-

undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan 

kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai 

suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. 

 

Kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak 

dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk 

mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya 

merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh 

                                                 
40

Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), 

Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 hlm.22-23 
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karena itu, penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan 

penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana 

yang merupakan bagian integral dari politik sosial.
41

 

 

Pelaksanaan penegakan hukum pidana sarana menanggulangi kejahatan harus benar-

benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau 

bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat 

terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan 

intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak 

pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya 

tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat 

merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan 

tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan 

yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu 

perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.
 42

 

 

Penegakan hukum mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah 

mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak 

awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan.
 
Selain itu diharapkan pula penegakan 

hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang 

bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi 

penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan 

segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling 

mempengaruhi satu sama lain. 

                                                 
41

Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), 

Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 hlm.22-23 
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Hukum itu ekpresi dan semangat dari jiwa rakyat (volksgeist). Selanjutnya dikatakan 

bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. 

Konsep demikian ini memang didukung oleh kenyataan dalam sejarah yaitu pada 

masyarakat yang masih sederhana sehingga tidak dijumpai peranan pembuat undang-

undang seperti terdapat pada masayarakat modern. Pada masyarakat yang sedang 

membangun perubahan di bidang hukum akan berpengaruh terhadap bidang-bidang 

kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya
43

 

 

Penjelasan di atas menunjukkan fungsi hukum disatu pihak dapatlah dipergunakan 

sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk 

mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-

perubahan yang telah terjadi dimasa lalu. Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana 

pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan 

prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan suber atau datanya 

dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat diberbagai bidang 

kehidupan. Data yang sudah diperoleh kemudian diabstraksikan agar dapat 

dirumuskan kembali ke dalam norma hukum yang kemudian disusun menjadi tata 

hukum.  

 

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka 

pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Ini 

berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang luas. 

Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu masyarakatnya yang 
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heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang 

sederhana sampai pada masyarakat yang komplek
44

 

 

Hukum pada masyarakat yang sederhana, timbul dan tumbuh bersama-sama dengan 

pengalaman-pengalaman hidup warga masyarakatnya. Disini penguasa lebih banyak 

mengesahkan atau menetapkan hukum yang sebenarnya hidup dimasyarakat, tetapi 

hal yang sebaliknya terjadi pada masyarakat yang kompleks. Kebhinekaan 

masyarakat yang kompleks menyebabkan sulit untuk memungkinkan timbulnya 

hukum dari bawah. Diferensiasi yang tinggi dalam strukturnya membawa 

konsekuensi pada aneka macam kategori dan kepentingan dalam masyarakat dengan 

kepentingan-kepentingan yang tidak jarang saling bertentangan, walaupun hukum 

datang dan ditentukan dari atas, sumbernya tetap dari masyarakat. 

 

Peranan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan 

kaedah hukum apabila diharapkan kaedah hukum yang diciptakan itu dapat berlaku 

efektif. Berhasil atau gagalnya suatu proses pembaharuan hukum, baik pada 

masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks sedikit banyak ditentukan oleh 

pelembagaan hukum di dalam masyarakat. Jelas bahwa usaha ini memerlukan 

perencanaan yang matang, biaya yang cukup besar dan kemampuan memproyeksikan 

secara baik. Di dalam masyarakat seperti Indonesia yang sedang mengalami masa 

peralihan menuju masyarakat modern tentunya nilai-nilai yang ada mengalami proses 

perubahan pula. Masyarakat yang melaksanakan pembangunan, proses perubahan 

tidak hanya mengenai hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga pada nilai-nilai dalam 
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masyarakat yang mereka anut. Nilai-nilai yang dianut itu selalu terkait dengan sifat 

dan sikap orang-orang yang terlibat di dalam masyarakat yang membangun
 45

  

 

Peranan hukum dengan pendekatan fungsional tidak sama dengan hukum yang 

berperan sebagai suatu alat (instrumen) belaka. Pendekatan secara fungsional, hukum 

dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu 

berasal. Jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk 

perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni dari mana hukum 

dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk 

manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi 

berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat disebut sebagai instrumen. 

 

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) 

macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana 

hukum pidana (penal policy) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan 

menggunakan sarana di luar hukum pidana (non penal policy). Penal policy pada 

dasarnya lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak 

pidana, sedangkan non penal policy lebih menekankan pada tindakan preventif 

sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan dari sudut politik 

kriminal secara makro, non penal policy merupakan kebijakan penanggulangan tindak 

pidana yang paling strategis, karena bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya 

satu tindak pidana. Sasaran utama non penal policy adalah mengenai dan 
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menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak 

pidana.
46

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa penegakan hukum diberlakukan 

oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan 

hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini penegakan 

hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara 

yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di 

dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah 

hukum. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh 

hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, 

sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan 

hukum sebagai norma.  

 

Proses penegakan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, 

yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual 

berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana 

bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap 

tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman 

masyarakat.
 
Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan 

hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan 

yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat. 
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2. Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia  

 

 

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga-lembaga 

sebagai institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang 

melaksanakan kerangka kerja sistematik sesuai dengan kewenangan yang diberikan 

oleh peraturan perundang-undangan. 

 

a.   Penyelidikan dan Penyidikan 

 

Penyelidikan merupakan tindakan awal penyidik untuk mengetahui bahwa suatu 

perbuatan termasuk dalam tindak pidana, setelah penyidik memiliki dugaan kuat 

bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana maka dilaksanakan penyidikan. 

Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang 

menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar 

didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa 

penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan 

menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. 

Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para 

tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.
47

 

 

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah 

tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). 

Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa 

Belanda opsporing
48

. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama 

sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan KUHAP. Sebagai petugas 
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penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan 

pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara 

lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum. 
49

 

 

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP 

bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya”  

 

Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik. Menurut Pasal 1 Butir (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk 

melakukan penyidikan. Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik 

adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh 

Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan KUHAP dan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban 

penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah 

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang 

tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.  
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan oleh 

penyidik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, tanpa aturan yang 

mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan hukum 

bahkan melawan hukum. Adapun landasan atau dasar hukum penyidikan Kepolisian 

adalah bahwa pelaksanaan penyidikan itu sah dan dibenarkan oleh hukum, sehingga 

semua pihak terlindungi, baik petugas maupun masyarakat.  

 

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk 

mendapatkan keterangan tentang: 

a. Tindak pidana apa yang dilakukan. 

b. Kapan tindak pidana dilakukan.  

c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.  

d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.  

e. Mengapa tindak pidana dilakukan.  

f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut
50

 

 

 

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas Kepolisian 

yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua 

jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada 

pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada 

pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah 

jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, 

seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan 

dan sebagainya.  
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Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat 

kemungkinan, yaitu: 

a. Kedapatan tertangkap tangan. 

b. Karena adanya laporan. 

c. Karena adanya pengaduan. 

d. Diketahui sendiri oleh penyidik
51

  

 

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh 

secara cepat dan tepat. Upaya–upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, 

penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai 

melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik 

membertahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP 

atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP 

Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah 

ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk 

dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. 

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana 

maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini 

dibertahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.  

 

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak 

ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan 

Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika 

Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, 
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tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan 

wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas diserahkan pada penuntut 

Umum (KUHAP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap: 

a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. 

b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung 

jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. 

 

Apabila pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas 

kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk 

dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri. Menurut sistem 

KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal: 

a. Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, 

atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut umum 

memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. 

b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 8 Ayat (3)  

huruf b, dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari 

penyidik kepada penuntut umum. 

c. Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2), 

yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan 

merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. 

 

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu 

saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka 

kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, dapat pula 

terjadalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak 
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sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali peristiwa itu. Berdasarkan 

Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari  

Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan 

dianggap telah selesai.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penyidikan sebagai proses 

hukum harus mampu menyesuaikan antara berbagai nilai, kaidah dan pola perilaku 

nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum merupakan 

proses untuk mengkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi konkret 

berarti peraturan perundang-undangan itu tidak banyak berarti jika tidak diaplikasikan 

secara kongkret oleh petugas. Peranan penyidikan yang dimiliki polisi memiliki dasar 

hukum, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara proporsional dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa polisi tidak 

boleh bertindak semena-mena dalam melaksanakan kewenangan penyidikan. 

 

Tugas utama penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) 

KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan sebagaimana 

diatur oleh Pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik 

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) karena kewajibannya 

mempunyai wewenang:  

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri  

tersangka. 
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d. Melakukan penagkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 

h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara. 

i. Mengadakan penghentian penyidikan. 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf (g) menyatakan bahwa 

wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.  

 

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti  

yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya 

masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi  

atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila 

berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan 

untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di 

sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat 

terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai  

oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti- 

bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai 

segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan 
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disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya 

untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan 

atau perbuatan dilakukan penuntutan.  

 

b. Penuntutan 

 

Proses penuntutan dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurut Pasal 1 angka 

2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Penuntut umum adalah 

jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan 

melaksanakan penetapan hakim. 

 

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, 

seorang jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang: 

(1) Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran 

hirarki; 

(2) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah; 

(3) Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma 

keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan; 

(4) Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup 

dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat 

profesinya. 

 

 

Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dilaksanakan secara 

merdeka, dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa 

harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. 

Hal ini berdasarkan Pasal 2 UU tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat (1) 

disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan 

secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
52
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Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang 

untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 

Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU 

Kejaksaan antara lain: 

1. Melakukan penuntutan; 

2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat 

4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-

undang; 

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

  

 

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa adalah 

sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera 

dipimpin oleh ketua pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 ayat [2] UU Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 

c.   Pemeriksaan di Pengadilan  

 

Pemeriksaan persidangan merupakan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di 

depan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya. 

Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, 
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memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada asas bebas, jujur dan tidak 

memihak di sidang pengadilan.
53

 

 

Proses pemeriksaan di Pengadilan selalu diawali dan didasari dengan adanya surat 

pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri dengan 

permintaan agar segera mengadili perkara tersebut yang disertai dengan surat 

dakwaan (Pasal 142 Ayat (1) KUHAP). Sehingga dalam hal Pengadilan Negeri yang 

menerima surat pelimpahan perkara itu berpendapat bahwa perkara itu termasuk 

dalam wewenangnya, maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan menunjuk Hakim 

yang akan menyidangkan perkara tersebut. 

 

Ada beberapa tahap dalam acara pemeriksaan biasa, yaitu: 

1) Tata cara pemeriksaan terdakwa/permulaan sidang 

2) Keberatan/eksepsi 

3) Pembuktian/pemeriksaan alat bukti 

4) Penuntutan oleh penuntut umum 

5) Pembelaan/pledoi terdakwa atau penasihat hukum 

6) Replik dan duplik 

7) Musyawarah hakim 

8) Putusan
54

 

 

 

Ha-hal yang penting pada saat permulaan sidang, yaitu: 

1) Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan (Pasal 

152 KUHAP) 

2) Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia, secara bebas dan 

terbuka untuk umum (Pasal 153 KUHAP), apabila tidak terpenuhi maka 

mengakibatkan batalnya putusan demi hukum 

3) Pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, dan dapat dipanggil secara 

paksa (Pasal 154 KUHAP) 

4) Pemeriksaan dimulai dengan menanyakan identitas terdakwa (Pasal 155 Ayat (1) 

KUHAP) 

5) Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 ayar (2) KUHAP)
 55
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Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup 

yang didakwakan artinya hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu 

perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang 

hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan 

pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, 

sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti 

sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; 

(d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui 

sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)
56

 

 

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak 

cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang 

didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak 

berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus 

testis).
57

 

 

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian 

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses 

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, 

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling 

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara 
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keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling 

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).  

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana 

 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun 

terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruh penegakan hukum tersebut, yaitu: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi 

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian 

hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu 

suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum 

merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu 

tidak bertentangan dengan hukum.  

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum 

dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran 

adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu 

kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak 

hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan 

diaktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranan semestinya. 

4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka 

akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah 

tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk 

melaksanakan penegakan hukum yang baik.  

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya 

hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang 

menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak 

sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin 

sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.58 
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B. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polri 

 

 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.  

 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan 

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum;  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah: 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;  

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum;  

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain 

pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat 

dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah 

darat, dan pungutan liar. 



 47 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau 

paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan 

kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan 

falsafah dasar Negara Republik Indonesia. 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian;  

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

i. Mencari keterangan dan barang bukti; 

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat;  

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.  

 

 

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya UU 

Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas 

dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat 

menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu 

timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang 

responsive terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa 

nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan 

kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.
 59

 

 

Pengorganisasian dan Tata Cara Kerja Polisi itu diatur berdasarkan Keppres Nomor 

70 Tahun 2002. Dalam hal ini saluran kewenangan di tingkat Mabes Polri 

menerapkan tipe staf fungsional dan general, di mana terdapat pejabat fungsional 

seperti Kaba Reskrim, Kaba Intelkam yang memiliki wewenang terbatas dalam 

                                                 

          
59

 Abdussalam, H. R.  Hukum   Kepolisian   Sebagai   Hukum   Positif  dalam Disiplin  

Hukum. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 89. 



 48 

bidang pekerjaan tertentu, di samping itu Kapolri juga dibantu oleh staf yang tidak 

memiliki kewenangan komando, antara lain staf ahli, dan staf auxiliary/pendukung 

(pengurusan administrasi personel, logistik, keuangan, pendidikan dan latihan). 

Kemudian pada tingkat Polda ke bawah berlaku bentuk organisasi garis dan 

fungsional yang dicirikan oleh adanya pejabat fungsional di tingkat Polda yang 

memiliki kewenangan terbatas di bidang pekerjaan tertentu (misalnya Direktur 

Reserse Narkoba, Direktur Intelkam, Kepala Biro Personel dan sebagainya), serta 

para Kepala Satuan Pelaksana (Kapolrestabes, Kapolres/ta dan Kapolsek) yang 

memiliki wewenang melaksanakan semua bidang pekerjaan kepolisian di wilayah 

hukum masing-masing. 

 

Organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pos 

Polisi merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, 

staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana 

memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, sedangkan 

pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu. 

Secara lebih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya adalah garis dan 

fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek yang memiliki 

kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek 

masing-masing, di samping itu ada pejabat fungsional baik di bidang opersional 

(Kepala Satuan Reserse, Kepala Satuan Intelkam, Kepala Satuan Lantas, Kepala 

Satuan Binmas dan Kepala Bagian Operasi) maupun Kepala Bagian Administrasi dan 

Kepala Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan, dan Penegakan Disiplin). Kelemahannya 

ialah, pengorganisasian polisi di tingkat Polres yang memiliki kewenangan cukup 
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luas tidak dilengkapi staf yang bertugas untuk mengkaji dan menganalisis guna 

memberikan masukan kepada pimpinannya.  

 

Polri yang memiliki organisasi sangat besar tersebut apabila tidak diimbangi 

peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka 

penonjolan kekuasaan (power) dalam menjalankan tugas sangat mungkin masih akan 

terus berlangsung. Di sisi lain yang tidak kalah pentingnya ialah, mengingat pada 

setiap anggota polisi itu melekat kekuasaan deskresi dalam menjalankan tugas, 

apabila hal tersebut tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku (code of practice) 

yang jelas bagi masing-masing petugas polisi pada fungsi kepolisian (Intel, Reserse, 

Samapta, Binmas, Lalu- Lantas) maka pelanggaran etika yang dilakukan polisi akan 

terus terjadi. Dalam kaitan masalah ini perlu didudukkan pula sistem pemolisian di 

Indonesia sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Juga dalam hal sistem manajemen 

kepolisian agar lebih praktis mengingat beban tugasnya semakin hari terus 

meningkat.
 60

 

 

Akhirnya bagi Polri, masyarakat bukan hanya kepada siapa mereka memberikan 

pelayanan (jasa kepolisian), tetapi juga kepada siapa mereka harus bertanggungjawab. 

Pertanggungjawaban hukum khususnya atas penggunaan kekuatan paksa fisik oleh 

individu-individu polisi maupun pertanggungjawaban organik kepolisian tentunya 

tidak meniadakan pertanggungjawaban publik (public accountability). Disini 

akuntabilitas publik kepolisian menjadi sangat penting mengingat pekerjaan polisi 

syarat dengan kewenangan diskresi dan upaya memaksa, bahkan menyangkut nyawa 

seseorang yang hal itu cukup sulit untuk dikontrol (low-visibility).  
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Konsekuensinya ialah, dalam kondisi ini akses publik harus dibuka seluasnya bagi 

pengawasan kepolisian, baik terhadap tindakan dari para petugas kepolisian maupun 

perumusan kebijakan dan manajemen kepolisian. Kondisi ini dibutuhkan bukan saja 

oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai obyek tindakan 

kepolisian. 

 

Eksistensi polisi dalam suatu negara perlu legitimasi yang jelas. Ada dua alasan untuk 

hal itu. Pertama, setiap lembaga negara perlu diberi derajat monopoli kekuasaan 

untuk menjalankan tugasnya. Hal ini penting bagi polisi karena dalam menjalankan 

tugasnya mendapatkan mandat untuk menggunakan kekuatan fisik yang terorganisir. 

Kedua, dalam negara demokratis seluruh lembaga negara harus memiliki 

akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Ini berarti bahwa, mandat yang diperoleh 

polisi untuk menggunakan kekuatan paksa fisik harus disertai pertanggungjawaban 

dan bila terjadi kegagalan dalam memberikan pertanggungjawaban harus disertai pula 

hukuman. 

 

Secara struktural, dalam lembaga kepolisian melekat dua kekuasaan. Pertama, 

kekuasaan di bidang hukum, dan kedua kekuasaan di bidang pemerintahan. Kedua 

kekuasaan itu melahirkan tiga fungsi utama kepolisian, yaitu sebagai penegak hukum 

yang diperoleh dari kekuasaan bidang hukum; sebagai pelayan masyarakat termasuk 

penegakan ketertiban umum, dan sebagai pengayom keamanan. Kedua fungsi terakhir 

diperoleh dari kekuasaan bidang pemerintahan. Kekuasaan polisi tersebut diwujudkan 

dalam bentuk kekuatan paksa fisik yang terorganisir untuk mengontrol perilaku 

masyarakat dalam mencapai moral kolektif. Kekuasaan di sini tentu mengacu pada 

suatu dasar dari bentuk kesepakatan bersama. Artinya, kekuasaan polisi itu tidaklah 
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berdiri sendiri untuk mencapai moral kolektif, banyak lembaga lain yang terlibat di 

dalamnya, polisi bukanlah satu-satunya lembaga yang memiliki kekuasaan absolut 

untuk membangun moral kolektif. Sampai di sini sesungguhnya polisi tidak memiliki 

masalah yang serius, persoalannya muncul ketika masyarakat menuntut polisi agar 

menjadi wasit yang adil dalam kinerjanya, sedangkan strategi kekuasaan merangkak 

ke arah titik orientasi tujuan pihak penguasa. Dalam kondisi demikian apabila polisi 

tidak diimbangi dengan kemampuan yang memadai, maka sangat dimungkinkan 

mudah mengabaikan tujuan moral kolektif. 
61

 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, titik 

rawan kekuasaan polisi itu terletak pada fungsi pokoknya, di mana fungsi pemelihara 

keamanan dan ketertiban lebih menonjol daripada fungsi penegakan hukum dan 

pelayanan masyarakat. Kecenderungan penggiringan Polri menjadi agent of political 

stabilisation tersebut sesungguhnya berbahaya sebagaimana dialami semasa Orde 

Baru berkuasa, di mana TNI bersama Polri lebih hadir sebagai alat kekuasaan 

ketimbang sebagai penegakan hukum yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan 

segelintir elit penguasa saja. Dalam undang-undang tersebut hubungan Polri dengan 

departemen lain yang memiliki kewenangan kepolisian antara lain Bea Cukai, 

Imigrasi, POM, Pajak, dan lembaga-lembaga adat yang mengemban fungsi kepolisian 

juga kurang diatur secara koordinatif. 

 

Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan posisi Polri 

langsung di bawah Presiden jelas memberi peluang bagi kemungkinan digunakannya 

polisi sebagai alat kepentingan politik Presiden atau menjadi kekuatan yang 
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memonopoli penggunaan kekerasan secara politis, bukan secara hukum.  Selain itu 

kewenangan yang diberikan kepada Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18) terkesan memberi kewenangan yang 

sangat luas dalam menjalankan tugas. Apabila hal itu tidak diimbangi kontrol publik 

yang kuat, maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of 

power) sangat besar. Di berbagai negara demokratis, menjadi prasyarat mutlak 

adanya suatu external overside untuk mengoreksi, mengarahkan dan mengembangkan 

kepolisian agar menjadi organisasi yang profesional dan mengabdi kepada 

kepentingan publik.  

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah menetapkan adanya Komisi Kepolisian 

Nasional (Pasal 37) namun fungsionalisasinya masih terbatas hanya sebagai 

penasehat Presiden dan sekedar menerima keluhan masyarakat, sedangkan wewenang 

investigasi terhadap anggota polisi yang melakukan penyimpangan (pelanggaran etika 

maupun pidana) tidak dimiliki. Apalagi jika personelnya diisi dari kalangan pejabat 

pemerintah, maka harapan terwujudnya independensi lembaga akan sulit tercapai. Hal 

ini menunjukkan masih lemahnya sarana kontrol terhadap lembaga kepolisian di 

Indonesia. 

Pengaturan keanggotaan Polri pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) tampak 

membedakan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Polisi. Pada hal setelah keluar 

dari pengorganaisasian TNI, polisi dinyatakan sebagai ”polisi sipil”. Selayaknya 

keanggotaan pada lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga sipil, tidak dibedakan antara PNS dengan 

jaksa, hakim maupun aparat pemasyarakat. Yang membedakan adalah ”kewenangan” 

yang dilekatkan kepada individu-individu yang memiliki tugas khusus. Seperti 
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penuntut umum, hakim, sipir, dan penyelidik/penyidik jika di lingkungan Polri tidak 

menganut diskriminasi.  

Menghadapi kenyataan tersebut, pemikiran ke depan terhadap Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 perlu diselaraskan secara cermat dengan diarahkannya 

kelembagaan polisi menjadi bagian dari demokratisasi lewat fungsi pokok sebagai 

penegak hukum dalam rangka melindungi masyarakat. Seperti halnya disetiap negara 

yang menganut prinsip demokrasi di mana keberadaan institusi kepolisian terfokus 

pada mandat publik yaitu pemberantas kejahatan (to control crime) dan pemelihara 

ketertiban (to maintain order).  

 

Polisi selain dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, 

perlu meningkatkan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas untuk 

mengimbangi beban yang terus meningkat. Di sisi lain yang tidak kalah penting, 

mengingat pada setiap anggota polisi melekat kekuasaan deskresi dalam menjalankan 

tugas, apabila hal itu tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku (code of practice) 

yang jelas bagi masing-masing fungsi kepolisian (Intel, Reserse, Samapta, Binmas, 

Lalu- Lantas) maka pelanggaran etika yang dilakukan polisi akan terus terjadi. Perlu 

adanya kaji ulang terhadap sistem kepolisian di Indonesia yang sesuai dengan kondisi 

sosial budaya bangsa. Juga dalam hal manajemen kepolisian agar lebih praktis 

mengingat beban tugas polisi semakin hari terus meningkat. 

 

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi kepolisian yang paling esensial. 

Sasaran utama fungsi ini adalah untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat yang 

bisa ditempuh melalui penyelesaian perkara secara tuntas tanpa disertai pernyataan 

untuk mendapatkan imbalan. Kinerja Polri di bidang ini mencakup dua aspek, yakni : 
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(1) Kinerja dalam menekan kriminalitas; (2) Kinerja dalam memberikan perlindungan 

kepada masyarakat.  

 

Kinerja polisi dalam menekan kejadian kriminalitas antara lain dapat diukur dari 

keberhasilan dalam menurunkan angka kejahatan. Sedangkan kinerja dalam memberi 

perlindungan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai bentuk tindakan, seperti 

reaksi cepat polisi ketika menerima laporan dari masyarakat; patroli yang dijalankan 

secara kontinue, kehadiran polisi tepat waktu di tempat-tempat yang dianggap rawan. 

Demikian pula masyarakat mengharap tidak merasa was-was ketika : (1) berjalan 

kaki pada malam hari; (2) meninggalkan rumah tanpa penjaga selama beberapa hari; 

(3) jika pintu mobil yang tidak terkunci atau melengkapi rumah dengan kunci-kunci 

pengaman; dan (4) tidak merasa khawatir terhadap barang-barang berharga yang 

ditinggal di rumah. Kondisi ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

polisi dalam menangani keamanan.  

 

Bentuk kepercayaan tersebut adalah kesediaan untuk menyerahkan penanganan setiap 

masalah kepada polisi. Kepercayaan ini akan menghindarkan masyarakat dari 

tindakan main hakim sendiri, yang cenderung tidak mengindahkan prosedur hukum 

yang semestinya berlaku. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap polisi 

maka akan semakin terjaga pelaksanaan hukum dan ketertiban di masyarakat 

tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepercayaan 

masyarakat terhadap polisi maka semakin tinggi pula kinerja polisi. 

 

Perwujudan kepercayaan masyarakat pada polisi itu antara lain ialah kesediaan 

melapor ketika : (1) melihat orang kecopetan; (2) melihat orang yang mencurigakan 

di sekitar perumahan; (3) mengetahui adanya korupsi di sebuah instansi pemerintah; 
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(4) mengetahui adanya arena perjudian di sekitar pemukiman; dan (5) mengetahui 

adanya traksaksi jual-beli obat terlarang. Di samping itu sikap polisi dalam penegakan 

hukum diharapkan edukatif, berwibawa, tanpa pilih bulu, mandiri, menghargai pada 

hak-hak tersangka, menguasai aturan-aturan hukum, dan tidak melakukan siksaan 

fisik. Selain itu perilaku polisi juga harus disiplin, memiliki etos kerja keras, 

pengabdian, kerajinan, sikap pantang menyerah, dan menjadi teladan bagi 

masyarakat. 

 

Penilaian masyarakat terhadap rendahnya moral polisi tidak lepas dari perilaku 

negatif anggota polisi yang memanfaatkan kewenangannya. Terhadap argumen 

bahwa polisi berbuat demikian karena rendahnya gaji yang mereka terima dinilai 

tidak selalu benar. Terdapat beberapa profesi lain yang juga bergaji kecil, seperti guru 

akan tetapi tindakannya tidak demikian. Pelanggaran hukum juga jamak ditemukan 

pada aparatur lain, namun tidak sebesar yang dilakukan pada polisi. Perbandingan 

yang dilakukan tersebut bisa jadi kurang proporsional dan kurang transparan. Namun 

hal ini juga menegaskan sisi positif yakni tingginya tingkat sensitivitas warga 

masyarakat terhadap perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh polisi. 

 

Terhadap indikasi rendahnya moral polisi di lapangan, warga masyarakat sangat 

berharap bahwa polisi memiliki sikap adaptasi yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini 

dimungkinkan karena pertukaran penugasan anggota polisi yang berasal dari suatu 

daerah ke daerah lain, ada yang kurang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, 

sehingga kurang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Rendahnya tingkat adaptasi 

polisi juga bisa disebakan karena rendahnya komitmen dalam menjalankan tugasnya, 

bahkan tidak jarang terlihat sangat apatis. Masyarakat dalam kondisi demikian lebih 
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suka menghindarkan dari berurusan dengan polisi, selain karena alasan birokrasi 

Polisi yang berbelit-belit, layanan yang diberikan polisi sering diskriminatif dan 

masyarakat menyangsikan kerahasiaan pelaporan. 

 

Maknanya adalah harapan masyarakat membuat polisi dalam pelaksanaan tugas 

semakin hari semakin berat. Di satu sisi, masyarakat menginginkan polisi yang bisa 

menjadi teladan dan panutan masyarakat, sehingga bisa menjadi tempat bertanya. 

Masyarakat berkembang menjadi lebih kritis dan bahkan merasa lebih pandai dari 

pada anggota polisi. Polisi sendiri kewalahan bila menghadapi masyarakat yang 

kritis. Pengertian sikap pelayanan dalam ini adalah tidak membedakan pangkat, tidak 

membedakan kaya-miskin, tidak meminta uang jasa, ramah dan sopan, cekatan, 

mempermudah urusan, pelayanan dalam rangka terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.  

 

C. Kebijakan Kriminal 

Teori kebijakan kriminal dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy atau 

criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui 

penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya 

guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai 

reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun 

non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila 

sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-
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undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu 

dan untuk masa-masa yang akan datang. 

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan 

(politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu: 

1)   Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi 

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, 

namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya 

kejahatan  

2)   Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum 

pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar
62

 

 

 

Menurut G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan 

kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam 

bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, 

Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; 

(b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat 

tentang kejahatan
 63

 

 

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, 

dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan 

(integral) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. 

Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat. 

 

                                                 
62

 Barda Nawawi Arif. Op.Cit. hlm.12  
63

 Ibid. hlm.15.  



 58 

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal 

 

 

Dasar Hukum Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal adalah Undang-Undang 

Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Ordonansi Peraturan Hukum Sementara 

Istimewa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur 

bahwa ”tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, 

memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 

mempunyai, persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 

sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, tanpa izin yang berwajib dan 

tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari. 

 

Penyalahgunaan senjata api secara ilegal pada umumnya digunakan untuk berbagai 

tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut: 

 

Pasal 338 KUHP: 

 

 Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (KUHP 35, 

104 dst., 130, 140, 184-188, 336, 339 dst., 350, 487.) 

 

Pasal 351 KUHP: 

 

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah, 

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 

tujuh tahun. 

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
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Pasal 355 KUHP: 

 

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, 

diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lams lima belas tahun. 

 

 

Pasal 365 KUHP: 

 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian 

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk 

tetap menguasai barang yang dicuri. 

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan; 

2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 

3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau 

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau 

pakaian jabatan palsu. 

4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima belas tuhun. 

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan 

mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang 

atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang 

diterangkan dalam no. 1 dan 3. 
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IV. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api illegal oleh Kepolisian Resor 

Way Kanan dilaksanakan dengan tahap aplikasi, yaitu dengan sosialisasi 

peraturan perundang-undangan terkait kepemilikan senjata api ilegal, melakukan 

penyidikan dan penegakan hukum terhadap masyarakat atau pelaku yang 

memiliki dan menggunakan senjata api secara illegal. Hasil tahap aplikasi dalam 

penegakan hukum tersebut menunjukkan pada tahun 2015 Kepolisian Resor Way 

Kanan berhasil mengungkap 71 kasus kepemilikan senjata api ilegal, terdiri dari 

69 senjata api rakitan dan 2 senjata api organik. 

 

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api 

illegal oleh Kepolisian Resor Way Kanan adalah: faktor aparat penegak hukum, 

yaitu adanya potensi penyalahgunaan kewenangan diskresi serta kuantitas dan 

kualitas penyidik yang belum memadai. Faktor masyarakat sebagai faktor yang 

dominan, yaitu adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi 

saksi dalam proses penegakan hukum. Faktor budaya, yaitu adanya budaya 

individualisme dalam kehidupan masyarakat perkotaan, sehingga mereka 
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bersikap acuh tidak acuh dan tidak memperdulikan apabila menjumpai atau 

mengetahui adanya pelaku pengguna senjata api ilegal. 

 

B. Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Agar Kepolisian Resor Way Kanan meningkatkan razia terhadap peredaran 

senjata api ilegal di masyarakat, khusus di daerah-daerah yang rawan kriminalitas, 

sebagai upaya untuk memberikan ketenangan dan perlindungan terhadap 

masyarakat dari potensi kejahatan para pemilik senjata api ilegal. 

2. Henkdanya kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat 

ditingkatkan dan dioptimalkan sebab pada umumnya masyarakat di daerah 

tertentu lebih taat atau patuh pada para tokoh tersebut untuk menyerahkan senjata 

api ilegal yang dimilikinya. 
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